WALIKOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BANJAR
NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 58 TAHUN 2009

Menimbang

Mengingat

TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN

BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Banjar
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan
Daerah Yang Mengatur Tentang Desa, diantaranya mencabut
dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Daerah Kota Banjar
Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembentukan dan
Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kota
Banjar Tahun 2009 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Banjar Nomor 3);

bahwa Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha
Milik Desa diatur dengan Peraturan Walikota Banjar Nomor 58
Tahun 2009, sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi sehingga perlu dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, maka perlu dilakukan Pencabutan
Peraturan Walikota Banjar Nomor 58 Tahun 2009 tentang Tata
Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa,
yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4244);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Menetapkan

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian,
Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha
Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 296);

9. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Yang Mengatur
Tentang Desa (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
WALIKOTA BANJAR NOMOR 58 TAHUN 2009 TENTANG TATA
CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK
DESA.

Pasal 1

Peraturan Walikota Banjar tentang Nomor 58 Tahun 2009 Tata Cara
Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Berita
Daerah Kota Banjar Tahun 2009 Nomor 58), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.



Pasal 2
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 10 Juni 2016

WALIKOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 10 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

FENNY FAHRUDIN

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2016 NOMOR 18



